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ABSTRAK

Warisan adalah penyerahan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya, serta
pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota keluarga yang masih hidup dan
mengubah kehidupan mereka. Akta kematian adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pengakuan resmi dari Negara mengenai peristiwa
kematian individu. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 mengenai Syarat dan Prosedur untuk
Mendaftarkan Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam Pasal 1 ayat (10) dijelaskan bahwa “Kejadian
kependudukan merujuk pada setiap peristiwa yang dialami oleh warga yang perlu dilaporkan
karena dapat mempengaruhi penerbitan kartu identitas penduduk, atau dokumen kependudukan
lainnya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:(1) bagaimana urgensi akta
kematian menurut hukum perdata indonesia dalam proses perwarisan?;(2) bagaimana dampak
yang timbul saat ketelamabatan penerbitan akta kematian dalam proses perwarisan di kota
Bukitinggi?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami urgensi akta kematian
menurut hukum perdta Indonesia dalam proses pewarisan dan untuk mengetahui dampak dari
keterlambatan peenrbitan akta kematian terhadap proses perwarisan. Penelitian ini mengunakan
metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang —undangandan pendekatan kasus
dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan prundang-
undangan literature hukum. Kesimpulan pencatatan kematian kedalam bentuk akta kematian
untuk memenuhi kepastian hukum. Kepastian hukum memberikan pengaruh yang besar terhadap
suatu hukum yang berlaku, bila kepastian hukum terpenuhi maka hukum tersebut dianggap
berjalan dengan baik.
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ABSTRACT

Inheritance is the transfer of assets from a deceased person to their heirs, and their use to improve
the welfare of surviving family members and improve their lives. This means that all rights and
responsibilities of the deceased are fully transferred to the heirs or other individuals entitled to the
transfer. This document is a crucial type of population administration document, as without it,
other population administration processes can be hampered. Presidential Regulation Number 25
of 2008 concerning Requirements and Procedures for Registering Residents and Civil
Registration, in Article 1 paragraph (10) explains that "Population events refer to every event
experienced by citizens that needs to be reported because it can affect the issuance of a resident
identity card, or other population documents. The formulation of the problem raised in this study
is: (1) how urgent is the death certificate according to Indonesian civil law in the inheritance
process?; (2) what is the impact that arises when there is a delay in issuing a death certificate in
the inheritance process? The purpose of this study is to find out and understand the urgency of a
death certificate according to Indonesian civil law in the inheritance process and to find out the
impact of the delay in issuing a death certificate on the inheritance process. This study uses a
normative juridical method by examining laws and regulations and a case approach with data
collection techniques through literature studies of laws and regulations, legal literature. The
conclusion is that recording death in the form of a death certificate to fulfill legal certainty. Legal
certainty has a big influence on a law that If legal certainty is met, the law is considered to be in
effect.
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